
WALIKOTA GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN WALIKOTA GORONTALO 

NOMOR 41 TAHUN 2019 

TENTANG 

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH 

KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2024 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA GORONTALO, 

a. bahwa Perangkat Daerah da lam menyusun Rencana 

Strategis, berpedoman pada Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat 

t u j u a n , sasaran, program, dan kegiatan pembangunan 

da lam rangka pelaksanaan u r u s a n pemer intahan sesuai 

dengem tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah; 

b. bahwa berdasarkan ke tentuan Pasal 342 ayat 4 

Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 

tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendaliem 

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah, Perubahan RPJMD menjadi pedoman Perubahan 

Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pert imbangan sebagaimana 

d imaksud da lam h u r u f a dan h u r u f b pe r lu membentuk 

Peraturan Wal ikota Gorontalo tentang Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2019-2024 
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Mengingat : L Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah T ingkat I I d i Sulawesi 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 1959 

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 38 T a h u n 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembarem Negara 

Republ ik Indonesia T a h i m 2000 Nomor 258, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4060); 

3. Undang-Undang Nomor 25 T a h u n 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2004 Nomor 104, Tambahan 

^ Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 33 T a h i m 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 126, Tambahsm Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahxm 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

te lah beberapa ka l i d iubah teredchir dengan Undang-

^ Undang Nomor 9 T a h u n 2015 (Lembaran Negara 

Republ ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republ ik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 T a h u n 2004 tentang 

R e n c s i n a Kerja Pemerintah (Lembaran Neeara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4405); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 T a h u n 2007 tentang 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 

Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala 

Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 

Informasi Laporan Penye len^araan Pemerintah Daerah 

Keoada Masvarakat (Lembaran Negara Republ ik 
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Indonesia T a h u n 2007 Nomor 19* Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 4438); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 T a h u n 2008 tentang 

Evaluasi K ine i ja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 T a h u n 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendedian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Lembaran Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2008 

Nomor 2 1 , Tambahan Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia Nomor 4817); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 T a h u n 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ ik 

Indonesia T a h u n 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republ ik Indonesia Nomor 6041); 

11 . Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 18 T a h u n 2016 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 

Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah T a h u n 2017 

(Berita Negara Republ ik Indonesia T a h u n 2016 

Nomor 518); 

12. Peraturan Menter i Da lam Negeri Nomor 86 T a h u n 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan 

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi 

Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata 

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 

13. Peraturan Daerah Nomor 2 T a h u n 2002 tentang 

Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2002 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 10); 
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14* Peraturan Daerah Nomor 9 T a h u n 2008 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah T a h u n 2008-2027 

(Lembaran Daerah Kota Gorontalo T a h u n 2008 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontedo 

Nomor 102); 

15. Peraturan Daerah Nomor 40 T a h u n 2011 tentang 

Rencana Tata Ruang Wi layah Kota Gorontalo 

T a h u n 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo 

Tahun 2011 Nomor 168); 

16. Peraturan Daerah Nomor 10 T a h u n 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota 

Gorontalo T a h u n 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota 

Gorontalo T a h u n 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Gorontalo Nomor 178). 

MEMUTUSKAN: 

Merietapkan : PERATURAN WALIKOTA GORONTALO TENTANG RENCANA 

STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

TAHUN 2019-2024 

BAB I 

KETENTUAN U M U M 

Pasal 1 

Da lam Peraturan Wal ikota i n i yang d imaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Gorontalo. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai u n s u r peyelenggaraan 

Pemerintahan daerah yang memimp in pelaksanaan u r u s a n pemer intahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Wal ikota adalah Wal ikota Gorontalo. 

4. Badan adalah Badan Perencanaan Penelit ian dan Pengembangan Kota 

Gorontalo. 
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5* Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelit ian dan 

Pengembangan Kota Gorontalo. 

5. Perangkat Daerah adalah u n s u r pembantu kepala Daerah dan Dewan 

Perwaki lan Rakyat Daerah da lam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Renstra Perangkat Daerah d i L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

adalah dokuemn perencanaan u n t u k periode 5(lima) t a h u n , y a k n i 

t a h u n 2019 sampai dengan t a h u n 2024 yang merupakan penjabaran dar i 

RPJMD t a h u n 2019-2024. 

8. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokrat ik yang selanjutnya 

disebut Rancangan Teknokrat ik RPJMD adalah perencanaan yang 

d i l akukan dengan menggunakan metode dan kerangka berp ik i r i lm iah 

t m t u k menganalisis kond is i obyekti f dengan mempert imbangkan bebrapa 

skenario pembangunan selama periode rencana ber ikutnya da lam rangka 

penyusunan RPJMD. 

9. Rancangan Teknokrat ik Renstra Perangkat Daerah adalah perencanaan 

yang d i l a k u k a n dengan menggunakan metode dan kerangka berp ik i r i lm iah 

u n t u k menganalisis kond is i obyekti f dengan mempert imbangkan beberapa 

skenario pembangunan selama periode rencana ber ikutnya da lam rangka 

penyusunan Renstra Perangkat Daerah. 

10. Sasaran Strategis Pemerintah Daerah adalah kond is i yang akein dicapai 

secara nyata oleh Pemerintah yang mencerminkan pengaruh yang 

d i t i m b u l k a n oleh adanya hasi l sa tu a tau beberapa program. 

1 1 . Sasaran Program adalah has i l yang akan dicapai da r i sua tu program dalam 

rangka pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah yang mencerminkan 

berfungsinya ke luaran. 

12. Sasaran Kegiatan adalah ke luaran yang d ihas i lkan oleh sua tu kegiatan 

yang d i laksanakan u n t u k m e n d u k u n g pencapai£in sasaran dan t u j u a n 

program dan kebi jakan yang dapat berupa barang a tau jasa. 

13. Ind ikator K ine i ja Sasaran Strategis adalah alat u k u i y a n g meng ind ikas ikan 

keberhasi lan pencapaian Sasaran Strategis Pemerintah Daerah. 

14. Ind ika tor K ine i ja Program adalah a lat u k u r yang meng ind ikas ikan 

keberhasi lan pencapaian has i l (outcome) dar i sua tu program. 

15. Ind ika tor K ine i ja Kegiatan adalah alat u k u r yang mengindikas ikan 

keberhasi lan oencaoaian ke luaran (output) dar i s u a t u kegiatan. 



16* Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari 

setiap ind ika tor kinerja. 

BAB I I 

RENCANA STRATEGI PERANGKAT DAERAH KOTA GORONTALO 

Pasal 2 

(1) Renstra Pereingkat Daerah d i L ingkungan Pemerintah Kota Gorontalo 

d i susun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta 

berpedoman pada RPJMD Kota Gorontalo. 

(2) Renstra sebagaimana d imaksud pada ayat (1), memuat Tu juan Renstra 

beserta ind ikator k ine i janya, sasaran Renstra beserta ind ikator k ine i janya, 

program dan kegiatan Renstra beserta ind ikator k ine i janya dan kerangka 

pendanaannya, yang berpedoman pada sasaran RPJMD sebagaimana 

t e r can tum da lam Lampiran Peraturan Wal ikota i n i . 

(3) Tu juan Renstra s e b ^ a i m a n a d imaksud pada ayat (2) merupakan sesuatu 

yang ing in dicapai Perangkat Daerah da lam rangka pencapaian sasaran 

RPJMD, yang d i r u m u s k a n bersifat spesifik, realistis, d i lengkapi dengan 

sasaran yang t e r u k u r dan dapat dicapai da lam periode yang direncanakan. 

(4) Sasaran Renstra sebagaimana d imaksud ayat (2) merupakan target a tau 

has i l yang d iharapkan dapat dicapai dar i pelaksanaan satu dan a tau 

beberapa program Renstra. 

(5) Ind ikator Kinerja Perangkat Daerah pada Renstra merupakan ind ikator 

k iner ja daerah terhadap capedan kiner ja penyelenggaraan u r u s a n 

pemer intahan yang d i susun dengan berpedoman pada t u j u a n dan sasaran 

RPJMD sebagaimana t e r can tum da lam Lampi ran Peraturan Wal ikota i n i . 

(O) Program sePagaimana dimaksucl ayat (2) merupaJtan PentuK instrument 

kebi jakan yang berisi sa tu a tau lebih kegiatan yang d i laksanakan oleh 

Pemerintah Daerah yang d ikoord inas ikan oleh pemer intah daerah u n t u k 

mencapai sasaran dan t u j u a n sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah 

da lam penyelenggaraan u r u s a n pemer intahan daerah. 

(7) Kegiatan sebagaimmia d imaksud ayat (2) merupakan bagian dar i program 

yang memuat sekumpulan t indakan pengerahan sumberdaya sebagai 

masukan , u n t u k mcnghas i lkan ke luaran da lam b e n t u k barang/jasa. 



Pasal 3 

Renstra Perangkat Daerah T a h u n 2019-2024 sebagaimana t e r can tum da lam 

l amp i ran yang merupakan bagian yang t idak terp isahkan dar i keputusan i n i . 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Wal ikota i n i m u l a i be r laku pada tanggal d iundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memer in tahkan pengundangan Peraturan 

Wal ikota i n i dengan penempatannya da lam Ber i ta Daerah Kota Gorontalo. 

D i te tapkan d i Gorontalo 

pada tanggal 31 ••Kt^ ' f e t r 2019 

WALIKOTA GORONTALO^ 

EN A. TAHA 

D iundangkan d i Gorontalo 

pada tanggal 3 1 ^•••»T»er 2019 

SEKRETARIS D A E ^ R A H KOTA GORONTALO, 

MADJID 

B E R I T A D A E R A H K O T A G O R O N T A L O T A H U N Q 0 1 9 N O M O R A ? 


